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Pertanyaan:

Yth. Dr. Mahesa Paranadipa, MH,

Saya sebagai seorang dokter di rumah sakit
milik pemerintah yang memberikan pelayanan
transplantasi organ, mohon pencerahannya
agar kami terhindar dari tuduhan terlibat
dalam perdagangan organ. Terima kasih.

Jawaban:

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan telah memberi dasar
hukum bagi pelaksanaan transplantasi organ.
Pasal 64 ayat (1) berbunyi: “Penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan dapat
dilakukan melalui transplantasi organ dan/
atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau
alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi,
serta penggunaan sel punca.” Persyaratan
utama yang dinyatakan dalam undang-
undang ini antara lain: 1) Transplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya
untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk
dikomersialkan; 2) Transplantasi organ dan/
atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu dan
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu; 3) Pengambilan organ dan/atau
jaringan tubuh dari seorang donor harus
memperhatikan kesehatan pendonor yang
bersangkutan dan mendapat persetujuan
pendonor dan/atau  ahli  waris atau
keluarganya; 4) Pengambilan dan pengiriman
spesimen atau bagian organ tubuh hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan serta
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu.

Dalam undang-undang jelas dan tegas
menekankan bahwa transplantasi organ tidak
boleh untuk dikomersilkan, artinya undang-
undang ini melarang adanya perdagangan
organ, meski tujuannya untuk penyembuhan.

Selanjutnya di dalam Permenkes nomor 38
tahun 2016 disebutkan definisi transplantasi
organ adalah  pemindahan Organ dari
Pendonor ke Resipien guna penyembuhan

dan pemulihan masalah kesehatan Resipien.
Pendonor didefinisikan sebagai orang yang
menyumbangkan Organ tubuhnya kepada

Resipien  untuk  tujuan  penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien.
Pendonor terdiri dari  Pendonor Hidup

dan Pendonor Mati Batang Otak (MBO).
Pendonor dapat memiliki hubungan keluarga
ataupun tidak memiliki hubungan keluarga.
Sedangkan Resipien didefinisikan sebagai
orang yang menerima Organ tubuh Pendonor
untuk tujuan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan.

Permenkes  selanjutnya =~ mengamankan
dibentuknya Komite Transplantasi Nasional
yang terdiri atas unsur tokoh agama/
masyarakat, profesi  kedokteran  terkait,
psikolog/psikiater, ahli etik kedokteran/
hukum, pekerja sosial, dan Kementerian
Kesehatan yang memiliki tugas:

B menyiapkan bahan kebijakan, standar,
dan pedoman penyelenggaraan Transplantasi
Organ bekerjasama dengan organisasi profesi
terkait untuk ditetapkan Menteri;
B membentuk sistem
Transplantasi Organ;

B melakukan sosialisasi dan promosi kepada
masyarakat untuk mendonorkan Organ demi
kepentingan tolong menolong dan amal
kebaikan;

B menyelenggarakan registrasi dan
pengelolaan data Pendonor dan Resipien;

B melakukan penelusuran latar belakang
Pendonor;

B mengkaji kelayakan pasangan Resipien-
Pendonor berdasarkan hasil pemeriksaan
oleh rumah sakit penyelenggara Transplantasi
Organ dan hasil verifikasi latar belakang
Pendonor;

B melakukan pemantauan perlindungan

informasi

kesehatan dan hak Pendonor pasca-
transplantasi; dan
B bekerjasama dengan lembaga

Transplantasi Organ internasional.

Komite ini memiliki kewenangan sebagai
berikut:
B melakukan

supervisi  rumah  sakit
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penyelenggara Transplantasi Organ;

B menilai dan merekomendasikan
penetapan rumah sakit penyelenggara
Transplantasi Organ kepada Menteri;

B menilai prioritas dan membuat urutan
daftar tunggu Resipien;

B  menerbitkan kartu calon Pendonor; dan
B menetapkan kelayakan pasangan
Resipien-Pendonor berdasarkan hasil
pemeriksaan oleh rumah sakit penyelenggara
Transplantasi Organ dan hasil penelusuran
latar belakang Pendonor, bahwa
penyumbangan Organ dilakukan atas dasar
sukarela dan tidak ditemukan indikasi jual beli
dan/atau komersial.

Setiap rumah sakit yang akan memberikan
pelayanan  transplantasi  organ  harus
memenuhi persyaratan dan standar untuk
dapat ditetapkan sebagai rumah = sakit
penyelenggara transplantasi organ paling
sedikit meliputi:

B terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

B memiliki sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan kewenangan di
bidang Transplantasi Organ; dan

B memiliki sarana dan prasarana yang
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
Transplantasi Organ.

Tahapan Transplantasi Organ
Penyelenggaraan  Transplantasi
meliputi tahapan kegiatan:

Organ

A. PENDAFTARAN
1. Setiap calon Pendonor dan calon Resipien

harus terdaftar di Komite Transplantasi
Nasional, setelah  memenuhi persyaratan
melalui  perwakilan Komite Transplantasi

Nasional di Provinsi.

2. Setiap pendonor harus memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan
medis.

3. Persyaratan administrasi terdiri dari :

B surat keterangan sehat dari dokter yang
memiliki SIP;

B telah berusia 18 (delapan belas) tahun
dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/
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atau akta kelahiran;

B membuat pernyataan tertulis tentang
kesediaan Pendonor menyumbangkan Organ
tubuhnya secara sukarela tanpa meminta
imbalan;

B memiliki alasan menyumbangkan Organ
tubuhnya kepada Resipien secara sukarela;

B mendapat persetujuan suami/istri, anak
yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau
saudara kandung Pendonor;

B membuat pernyataan memahamiindikasi,
kontraindikasi, risiko, prosedur Transplantasi
Organ, panduan hidup pasca-transplantasi
Organ, serta pernyataan persetujuannya; dan
B membuat pernyataan tidak melakukan
penjualan Organ ataupun perjanjian khusus
lain dengan pihak Resipien.

4. Persyaratan medis merupakan
pemeriksaan medis awal dan skrining oleh
rumah sakit penyelenggara Transplantasi
Organ atas permintaan dari  Komite
Transplantasi Nasional atau Perwakilan Komite
Transplantasi Nasional di Provinsi terhadap
calon Pendonor yang telah melakukan
pendaftaran.

5. Setiap pasien yang membutuhkan
Transplantasi Organ dapat menjadi calon
Resipien setelah memperoleh persetujuan
dari tim transplantasi rumah sakit.

6. Calon resipien harus pasien yang
memiliki indikasi medis atau tidak memiliki
kontraindikasi medis;

7. Calon Resipien atau keluarganya harus
mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional
atau perwakilan Komite Transplantasi Nasional
di Provinsi setelah memenuhi persyaratan:

B memiliki keterangan dan persetujuan
tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;

B memiliki persetujuan tertulis kesediaan
membayar  biaya  Transplantasi  Organ
atau memberikan surat penjaminan biaya
Transplantasi Organ, untuk calon Resipien
yang dijamin asuransi;

B menyerahkan pernyataan tertulis telah
memahami indikasi, kontraindikasi, risiko, dan
tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan
persetujuannya; dan

B menyerahkan pernyataan tertulis tidak
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membeli Organ tubuh dari calon Pendonor
atau melakukan perjanjian khusus dengan
calon Pendonor, yang dituangkan dalam
bentuk akte notaris atau pernyataan tertulis
yang disahkan oleh notaris.

8. Pendonor yang telah dilakukan verifikasi
dokumen dan  memenuhi  persyaratan
Pendonor berhak mendapatkan kartu calon
Pendonor dari Komite Transplantasi Nasional.

B. PEMERIKSAAN KECOCOKAN RESIPIEN-
PENDONOR

Tahapan selanjutnya, Komite Transplantasi
Nasional harus melakukan pengelolaan
data calon Resipien dan calon Pendonor
berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang
telah  dilakukannya kemudian menyusun
daftar prioritas. Dalam menyusun prioritas dan
urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite
Transplantasi Nasional dapat menetapkan
dan melakukan perubahan daftar tunggu
calon Resipien atas dasar kondisi medis
calon Resipien hasil pemeriksaan rumah sakit
penyelenggara Transplantasi Organ dengan
memperhatikan keselamatan pasien dan
skala prioritas tertentu. Daftar tunggu calon
Resipien sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat di akses oleh tim transplantasi
rumah sakit dan calon Resipien yang telah
melakukan registrasi.

Setelah ada hasil pemeriksaan awal dan
skrining terhadap calon Pendonor, serta
urutan daftar tunggu calon Resipien, Komite
Transplantasi Nasional memasangkan calon
Resipien dan calon Pendonor untuk dilakukan
pemeriksaan kecocokan Resipien-Pendonor
yang dilakukan oleh tim transplantasi
rumah sakit di rumah sakit penyelenggara
Transplantasi Organ.

Setelah melalui proses pemeriksaan awal dan
skrining, verifikasi dokumen, penelusuran latar
belakang Pendonor, dan verifikasi lapangan,
Komite Transplantasi Nasional mengeluarkan
surat  keterangan  kelayakan  pasangan
Resipien-Pendonor dan tidak ditemukan
indikasi jual beli dan/atau komersial. Tim
transplantasi rumah sakit dapat melakukan

pertukaran  Pasangan  Resipien-Pendonor
dengan pasangan Resipien-Pendonor
lain atas pertimbangan kecocokan medis,
persetujuan pasangan Pendonor-Resipien,
dan sepengetahuan Komite Transplantasi

Nasional  sebelum  dilakukan  tindakan
Transplantasi Organ.
C. TINDAKAN TRANSPLANTASI ORGAN

DAN PASCA-TRANSPLANTASI ORGAN
Tindakan pengambilan Organ dari calon
Pendonor dan tindakan  Transplantasi
Organ dilaksanakan secara operatif oleh tim
Transplantasirumah sakit sesuaistandar. Dalam
hal Organ berasal dari calon Pendonor mati
batang otak (MBO), tindakan pengambilan
Organ oleh tim Transplantasi rumah sakit
harus didahului dengan penandatanganan
surat konfirmasi persetujuan tindakan oleh
Keluarga.

Tindakan pasca-transplantasi Organ harus
dilakukan terhadap Pendonor dan Resipien
melalui  monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh tim Transplantasi rumah sakit;
dan Komite Transplantasi Nasional.

Sanksi Pidana Perdagangan Organ

Pelaku yang terlibat dalam praktik-praktik
perdagangan organ diancam dengan sanksi
pidana pada Pasal 192 undang-undang
kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja
memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh
dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).




